BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan program pelayanan

kesehatan gratis di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Kota Tengah Kota

Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1
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5.1.4

Jenis pelayanan yang termasuk dalam program pelayanan kesehatan gratis yang bisa
didapatkan di Puskesmas Kota Tengah adalah administasi, pemeriksaan/pengobatan
tingkat pertama, konsultasi medis ambulance, tindakan medis non spesialistik, transfusi
darah, imunisasi dasar, KB, Skrining kesehatan dan pemeriksaan laboratorium tingkat
serta ambulance.

Faktor pendukung sumber daya manusia yang cukup, adanya fasilitas sarana dan
prasarana penunjang pelayanan kesehatan serta ketersediaan anggaran operasional
pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat

Faktor penghambat penerima layanan lupa membawa kartu tanda peserta dan identitas
diri sehingga menyulitkan validasi data peserta, seringnya terjadi kekosongan BHP medis
dan barang cetakan seperti format rekam medis, banyaknya jumlah kunjungan cukup
membuat dokter kewalahan dan kelelahan

Imlementasi kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Kota Tengah Kota
Gorontalo ditinjau dari manajemen dan regulasi serta standar pelayanan pada pasien telah
berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Republik

Indonesia



5.2 Saran
5.2.1 Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai informasi yang menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan. Pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai
pelayanan kesehatan gratis dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi
dalam bidang penelitian yang sama.
5.2.2 Puskesmas Kota Tengah

Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini dapat menjadikan hasil penelitian ini
sebagai sumber informasi serta masukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan pelayanan kesehatan gratis. Peran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sudah
cukup baik kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk mencapai pelayanan yang

optimal pada masyarakat.
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